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ABSTRACT

Tourism development  requires  community participation  as  a  condition  for  the
success of tourism development. This study discusses community participation in
tourism development of Suwuk Beach of Kebumen Regency using quantitative
methods  to  measure  the  seven  indicators  of  participation  that  is  planning and
implementing  tourism  strategies,  achievement  of  sustainable  tourism
development,  improvement  tourist  satisfaction,  better  tourism  planning,  fair
distribution of costs and benefits involving stakeholders, compliance of the locals
needs, and strengthening the process of democratization at tourist destination. The
result  showed  the  community  in  Suwuk  Beach  classified  as  participatory
community in tourism development of Suwuk Beach in Kebumen Regency.

Keywords: Development, Beach tourism, Community participation.

PENDAHULUAN

Pariwisata,  dalam  arti  sempit,  merujuk  pada  aktivitas  atau  praktek

melakukan  perjalanan  untuk  kepentingan  penyegaran  diri  pribadi,  untuk

pendidikan  atau  untuk  bersenang-senang.  Adapun,  pariwisata  secara  luas

didefinisikan sebagai bisnis yang menyediakan informasi, transportasi akomodasi,

dan pelayanan lainnya bagi para wisatawan (Foster, 2000:34). Pariwisata menjadi

aspek penting pembangunan seperti yang dijelaskan oleh United Nations World

Tourism Organization (UNWTO) dalam Moscardo (2008:1) di bawah ini.

Tourism  has  become  one  of  the  world’s  most  important  sources  of

employment.  It  stimulates enormous investment in infrastructure,  most of

which also helps to improve the living conditions of local people. It provides
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governments  with  substantial  tax  revenues.  Most  new  tourism  jobs  and

business are created in developing countries, helping to equalize economic

opportunities and keep rural residents from moving to overcrowded cities.

(UNWTO, 2007)

Pariwisata  yang  menjadi  aspek  penting  pembangunan  ini  menjadikan

negara-negara  dunia  bersaing  untuk  meningkatkan  pariwisata  yang  dimiliki.

Untuk  itu,  World  Economic  Forum (WEF)  membuat  The  Travel  and  Tourism

Competitive Index (TTCI) yang merupakan alat ukur atas elemen-elemen yang

mendorong daya saing pengembangan sektor pariwisata di dunia misalnya negara

ASEAN. Peringkat daya saing pariwisata negara ASEAN tertinggi dipegang oleh

Singapura yaitu peringkat 10 dunia pada tahun 2011. Selanjutnya,  disusul oleh

negara Malaysia  dan Thailand.  Sementara itu,  daya saing pariwisata  Indonesia

berada pada peringkat ke-74 dari 139 negara pada tahun 2011 (www.tempo.co,

2012).

Pemerintah  melakukan  pembangunan  untuk  meningkatkan  daya  saing

dan  memajukan  pariwisata  di  Indonesia.  Salah  satu  daerah  di  Indonesia  yang

melaksanakan  pembangunan  pariwisata  yaitu  Provinsi  Jawa  Tengah.

Pembangunan pariwisata Jawa Tengah didukung dengan banyaknya objek wisata

yang tersebar di setiap kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Objek wisata tersebut

dapat digolongkan berdasarkan sumber daya alam, sumber daya budaya, fasilitas,

event,  aktivitas spesifik,  dan daya tarik psikologis (Hadinoto (1996:18).  Objek

wisata pantai yang merupakan salah satu obyek wisata berdasarkan sumber daya

alam  menjadi  pariwisata  massal  karena  keadaan  alamnya.  Pantai  merupakan

sebuah objek wisata yang memiliki panjang yang tidak terbatas, bergantung pada

luas daratan. Jawa Tengah memiliki panjang garis pantai 791,76 km, yang terdiri

2



dari garis pantai utara sepanjang 289,07 km dan 289,07 km garis pantai selatan

(diskanlut-jateng.go.id,  2013).  Panjang  garis  pantai  ini  mendorong  pemerintah

Jawa Tengah untuk mengoptimalkan potensi pariwisata pantai.

Kabupaten  Kebumen memiliki  objek  wisata  pantai  terbanyak  di  Jawa

Tengah yaitu sejumlah 7 objek wisata yang terdiri dari Pantai Logending/Ayah,

Pantai  Karangbolong,  Pantai  Petanahan  (www.central-java-tourism.com,  2012),

Pantai Pasir, Pantai Tanjung Bata dan Pantai Menganti (Direktorat Pengembangan

Potensi  Daerah  BKPM,  2012).  Objek  wisata  yang  dikenal  dan  dikunjungi

wisatawan dari masyarakat Kebumen dan sekitarnya yaitu Pantai Suwuk, Pantai

Ayah/Logending, Pantai Petanahan, dan Pantai Karangbolong. Hal ini dibuktikan

dengan  jumlah  pengunjung  objek  wisata  tersebut  yang  mencapai  437.816

pengunjung pada  tahun 2012 dan 72.289 pengunjung sampai  triwulan  I  tahun

2013 (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, 2013). Adapun,

pendapatan tertinggi disumbang oleh  objek wisata Pantai Suwuk yaitu senilai Rp

139.111.300,  disusul  Pantai  Logending   Rp  84.968.000.  Sementara  itu,  Pantai

Petanahan  menempati  urutan  ketiga  dan  Pantai  Karangbolong  urutan  keempat

(Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen, 2013).  Pantai  Suwuk

menempati  urutan  tertinggi  tersebut  ditunjang  oleh  adanya  pembangunan

pariwisata  yang  telah  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Kebumen  pada  tahun

2012.  

Proses pembangunan pariwisata memerlukan peran beberapa pihak. Hal

ini tercantum dalam pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 10

Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  yaitu  Pariwisata  adalah  berbagai  macam

kegiatan  wisata  dan didukung berbagai  fasilitas  serta  layanan yang disediakan
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oleh  masyarakat,  pengusaha,  Pemerintah,  dan Pemerintah Daerah.  Keterlibatan

pihak-pihak  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama  lain.  Akan  tetapi,

keterlibatan  yang  paling  besar  terletak  pada  keterlibatan  masyarakat.  Gunn

(1994:111) mengemukakan bahwa  pengembangan pariwisata kemungkinan kecil

dapat berhasil kecuali masyarakat yang paling terkena dampak yaitu masyarakat

sekitar  kawasan wisata  dilibatkan dari  awal.  Keterlibatan masyarakat  ini  dapat

diwujudkan  dalam  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  pariwisata.

Permasalahan yang muncul terkait dengan peran masyarakat dalam pembangunan

pariwisata  Pantai  Suwuk  adalah  perwakilan  dari  Organisasi  Karang  Taruna

beranggapan bahwa masyarakat tidak dilibatkan dalam pembangunan pariwisata

Pantai Suwuk.  Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata Pantai Suwuk Kabupaten

Kebumen.

KERANGKA TEORI

Kerangka  teori  yang  digunakan  oleh  peneliti  meliputi  beberapa  teori

yaitu pembangunan, pariwisata, pembangunan pariwisata, partisipasi,  partisipasi

masyarakat,  dan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  pariwisata.  Teori

pembangunan  menurut  John  Friedmann  dalam  Lea  (2006:3)  menyebutkan

setidaknya  terdapat  lima  dimensi  dalam  konsep  pembangunan  yaitu  (1)

pembangunan menunjukkan suatu proses perubahan positif, misalnya peningkatan

pendapatan; (2) pembangunan memiliki struktur/tingkatan karena terdapat istilah

under, over,  atau  balanced;  (3) merupakan pembangunan dari  suatu hal seperti

masyarakat,  bangsa,  atau  keterampilan;  (4)  pembangunan  merupakan  sebuah
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proses  perubahan;  serta  (5)  pembangunan  merupakan  laju  perubahan  di  mana

proses ini terjadi dari waktu ke waktu.

Peneliti  menggunakan  teori  pariwisata  dari  Weaver  dan  Oppermann

(2000:3) berikut ini.

Tourism is the sum of the phenomena and relationships arising from the

interaction  among  tourists,  business  suppliers,  host  governments,  host

communities,  origin  governments,  universities,  community  colleges  and

nongovernmental organisations, in the process of attracting, transporting,

hosting  and  managing  these  tourists  and  other  visitors.  (Weaver  dan

Oppermann, 2000:3)

Weaver  dan  Oppermann  menyebutkan  bahwa  pariwisata  merupakan

interaksi antara beberapa pelaku pariwisata yaitu wisatawan, perusahaan penyedia

jasa,  pemerintah daerah,  masyarakat  sekitar  kawasan wisata,  pemerintah pusat,

perguruan tinggi, akademisi dan non-governmental organization (NGO). Pihak-

pihak  tersebut  terlibat  dalam  proses  menarik  minat  wisatawan,  menyediakan

layanan  transportasi,  menjadi  tuan  rumah,  dan  mengelola  pariwisata  tersebut.

Adapun, teori pembangunan pariwisata yang digunakan merupakan teori Butler

(1980:  5-12).  Butler  menyebutkan pembangunan pariwisata  merupakan sebuah

proses evolusi daerah wisata.  Evolusi daerah wisata tersebut meliputi beberapa

tahap yaitu (a) exploration stage, (b) involvement stage, (c) development stage, (d)

consolidation  stage,  (e)  stagnation  stage,  dan  (f)  decline  stage atau  (g)

rejuvenation.

Partisipasi seperti yang disebutkan oleh Oakley (1995:6) berarti proses

keterlibatan  secara  langsung  dalam  struktur  politik  yang  mengatur  kehidupan

nasional,  dalam  prosedur  pengambilan  keputusan  dan  pelaksanaan  program-
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program  pembangunan  dan  proyek-proyek,  serta  yang  paling  penting,  dalam

pengambilan tindakan oleh masyarakat untuk menghadapi dan mengatasi isu-isu

yang  mempengaruhi  kehidupan  mereka  dalam  berbagai  macam  kegiatan  dan

dalam konteks yang berbeda. Adapun, Chapman dan Kirk (2001:3) menyebutkan

mengenai  pengertian  partisipasi  masyarakat  yaitu  “the  mechanism  for  active

community involvement in partnership working, decision-making, project delivery

and  representation  on  formal  partnership  structures”.  Berdasarkan  pengertian

tersebut,  keterlibatan  masyarakat  terkait  pada  tugas  kerjasama,  pengambilan

keputusan, pelaksanaan proyek dan perwakilan dalam struktur kerjasama formal.

Partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  pariwisata  dijelaskan  oleh

Pretty (1995:1247-1263) sebagai sebuah tingkatan. Tingkat partisipasi masyarakat

tersebut meliputi (1) passive participation, (2) participation in information giving,

(3)  participation  by  consulting,  (4)  participation  for  material  incentives,  (5)

functional  participation,  (6)  interactive participation,  dan (7)  self-mobilization.

Adapun, partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan pariwisata dijelaskan oleh

Tosun  dan  Timothy  (2003:  2-15)  yaitu  keterlibatan  masyarakat  dalam  7  hal

meliputi  (1)  perencanaan  dan  pengimplementasian  strategi  pariwisata,  (2)

pencapaian  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan,  (3)  peningkatan  kepuasan

wisatawan, (4) perencanaan pariwisata yang lebih baik, (5) pendistribusian biaya

dan manfaat pariwisata secara adil yang melibatkan pemangku kepentingan, (6)

pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar, dan (7) penguatan proses demokratisasi

di kawasan wisata. Teori Tosun dan Timothy inilah yang dipakai untuk mengukur

partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata Pantai Suwuk.

METODE PENELITIAN
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Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  tujuan

penelitian  untuk  mendeskripsikan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan

pariwisata  Pantai  Suwuk.  Jenis  penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif

berdasarkan tujuan dan penelitian murni berdasarkan manfaatnya. Penelitian ini

dilakukan  mulai  April  hingga  Oktober  2013  dengan  teknik  pengumpulan  data

menggunakan  mixed method research yaitu  survei,  wawancara mendalam, dan

observasi.  Survei  dilakukan  dengan  menggunakan  instrumen  penelitian  berupa

kuesioner.  Sementara  itu,  wawancara  mendalam  dilakukan  dengan  beberapa

narasumber dari  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen untuk

mengetahui  program  pembangunan  pariwisata  yang  dijalankan  di  Kabupaten

Kebumen  khususnya  Pantai  Suwuk,  pejabat  Badan  Pembangunan  Daerah

(Bappeda)  Kabupaten  Kebumen  untuk  mengetahui  arah  pembangunan  daerah,

Pemerintah Desa Tambakmulya,  dan tokoh masyarakat  Dukuh Suwuk maupun

diluar Dukuh Suwuk. Observasi dilakukan dengan melihat keadaan fisik Pantai

Suwuk setelah adanya pembangunan pariwisata. 

Teknik  penarikan  sampel  yang  digunakan  yaitu  systematic  random

sampling dengan menggunakan rumus k=N/n dimana k = interval, N = populasi,

dan n = sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu masyarakat Dukuh Suwuk

Desa  Tambakmulya  yang  berusia  18-55  tahun  sebanyak  201  orang.  Adapun

sampel minimal yang digunakan pada penelitian deskriptif berdasarkan teori Gay

dan Diehl  (1992:146)yaitu10% dari jumlah populasi.  Dengan demikian, jumlah

sampel minimal penelitian ini sejumlah 10% × 201 = 20,1. Untuk lebih mewakili

populasi, peneliti mengambil jumlah sampel sebanyak 40 orang. Teknik analisis

data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik analisis kuantitatif yang
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merujuk pada penggunaan perhitungan data yang hasilnya dapat berupa bentuk

grafik, chart, ataupun tabel angka. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  pariwisata  Pantai  Suwuk

diukur  melalui  tujuh  indikator  yaitu  (1)  perencanaan  dan  pengimplementasian

strategi  pariwisata,  (2)  pencapaian  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan,  (3)

peningkatan kepuasan wisatawan, (4) perencanaan pariwisata yang lebih baik, (5)

pendistribusian  biaya  dan  manfaat  pariwisata  secara  adil  yang  melibatkan

pemangku kepentingan,  (6)  pemenuhan kebutuhan masyarakat  sekitar,  dan  (7)

penguatan  proses  demokratisasi  di  kawasan  wisata.  Berikut  merupakan  hasil

penelitian masing-masing indikator.

Pertama, perencanaan dan pengimplementasian strategi pariwisata.

Partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  dan  pengimplementasian  strategi

pariwisata tergolong masyarakat yang partisipatif. Gambar berikut menunjukkan

hasil penelitian indikator tersebut.

Gambar 1 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata
Pantai Suwuk ditinjau dari Indikator Perencanaan dan

Pengimplementasian Stategi Pariwisata (n=40)

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2013

Hasil penelitian ini dilihat dari sub indikator yang ada dalam indikator

yaitu kepemilikan suara dalam proses perencanaan kebijakan, kepemilikan dalam

proses  pengembangan  rencana,  keterlibatan  dalam  penyusunan  rencana

pembangunan  pariwisata,  penerimaan  rencana  yang  telah  disusun,  dan

pelaksanaan  rencana  pembangunan.  Keseluruhan  sub  indikator  tersebut

menunjukkan  sebagian  besar  masyarakat  yaitu  75% responden  atau  30  orang
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berpartisipasi  dalam  proses  perencanaan  dan  pengimplementasian  strategi

pariwisata Pantai Suwuk. 

Faktor  pendukung  partisipasi  masyarakat  tersebut  termasuk  hubungan

antara  kelompok-kelompok  kepentingan  serta  tingkat,  jenis,  skala,  arah  dan

tahapan pembangunan pariwisata.  Kelompok kepentingan yang ada di kawasan

wisata  Pantai  Suwuk  yaitu  Paguyuban  Pedagang.  Paguyuban  tersebut  ikut

berpartisipasi  aktif  dalam pembangunan  pariwisata  Pantai  Suwuk  seperti  pada

proses  perencanaan  dan  pelatihan.  Paguyuban  Pedagang  tersebut  memiliki

kepentingan untuk menambah keuntungan ekonomi yang diperoleh dari adanya

pembangunan  pariwisata  Pantai  Suwuk.  Walaupun  demikian,  25%  responden

tidak  partisipatif  dalam  hal  keikutsertaan  rapat  awal  dan  rapat  lanjutan

perencanaan  pembangunan  Pantai  Suwuk.  Sumbangan  ide  dan  pendapat  pun

masih  kurang  karena  masyarakat  cenderung  menuruti  dan  menyetujui  rencana

pembangunan.

Kedua,  indikator  pencapaian  pembangunan  pariwisata

berkelanjutan.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  pariwisata  Pantai

Suwuk ditinjau dari indikator pencapaian pembangunan pariwisata berkelanjutan

menghasilkan 97% responden partisipatif dan 3% responden tidak partisipatif. Hal

tersebut ditunjukkan dalam gambar berikut.

Gambar 2 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata Pantai
Suwuk ditinjau dari Indikator Pencapaian Pembangunan Pariwisata

Berkelanjutan (n=40)

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2013

Pencapaian  pembangunan  pariwisata  berkelanjutan  tersebut  berdasarkan

empat sub indikator yaitu menjaga kelestarian alam, menerima budaya baru yang
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masuk  yang  dibawa  oleh  wisatawan,  menjaga  kawasan  wisata  dari  tindakan

kriminalitas  dan  asusila,  dan  memberikan suara  dalam pengambilan  keputusan

pariwisata  oleh  industri  pariwisata.  Dalam  pembangunan  pariwisata  Pantai

Suwuk, masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga kelestarian kawasan Pantai

Suwuk dengan cara  ikut  membersihkan warung tempat  masyarakat  berdagang.

Masyarakat  juga  menerima  budaya  baru  yang  masuk  selama  budaya  tersebut

positif  seperti  adanya  seragam untuk pedagang Pantai  Suwuk.  Adapun budaya

negatif  yang  dibawa  oleh  wisatawan  misalnya  cara  berpakaian  kaum  muda

cenderung  ditolak  oleh  masyarakat  Dukuh  Suwuk.  Masyarakat  juga  ikut

berpartisipasi  dalam menjaga kawasan Pantai Suwuk dari tindakan kriminalitas

dan asusila sehingga Pantai Suwuk terkenal dengan kawasan wisata yang bebas

dari  preman.  Akan tetapi,  masyarakat  Dukuh Suwuk sebagian besar tidak ikut

memberikan  suara  dalam  pengambilan  keputusan  pariwisata  oleh  industri

pariwisata. Hal ini karena industri pariwisata yang berdiri di Pantai Suwuk yaitu

Kincir Resto merupakan industri yang kepemilikan tanahnya milik pribadi.

Ketiga,  peningkatan  kepuasan  wisatawan.  Hasil  penelitian

menunjukkan  partisipasi  masyarakat  dalam meningkatkan  kepuasan  wisatawan

Pantai Suwuk sebagai berikut.

Gambar 3 Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kepuasan
Wisatawan Pantai Suwuk (n=40)

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2013

Gambar di atas menunjukkan 57% masyarakat Dukuh Suwuk  partisipatif

dalam usaha peningkatan kepuasan wisatawan Pantai Suwuk yang ditunjukkan

oleh 23 responden. Adapun responden yang tidak partisipatif sebanyak 43% atau
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17 orang. Indikator tersebut meliputi tiga sub indikator yaitu menunjukkan sikap

yang  ramah  terhadap  wisatawan,  menjaga  sikap  atau  budaya  daerah,  dan

menciptakan rasa kepemilikan diantara penduduk bahwa pembangunan pariwisata

merupakan keputusan masyarakat sendiri. Masyarakat Dukuh Suwuk cenderung

tidak  partisipatif  pada  sub  indikator  menciptakan  rasa  kepemilikan  bahwa

pembangunan pariwisata merupakan keputusan masyarakat sendiri. Hal ini karena

masyarakat berpendapat setelah adanya pembangunan pariwisata, Pantai Suwuk

sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sehingga masyarakat

tidak berhak atas pengelolaan Pantai Suwuk.

Keempat, perencanaan pariwisata yang lebih baik. Berdasarkan hasil

penelitian,  3  orang  responden  menjawab  pernah  mendapatkan  pertanyaan  dari

pihak pengembang mengenai keadaan Pantai Suwuk dan ketiganya menyatakan

ikut memberikan informasi kepada pihak pengembang tersebut. Informasi yang

diberikan  berupa  persetujuan  pembangunan,  kekurangan  material  proyek,  dan

pekerjaan.  Adapun,  37  orang  responden  lainnya  menjawab  tidak  pernah

mendapatkan pertanyaan dari pihak pengembang mengenai keadaan Pantai Suwuk

sehingga masyarakat tidak pernah memberikan informasi yang membantu proses

perencanaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pengembang.  Hal  ini  menunjukkan

masyarakat tidak partisipatif untuk mewujudkan proses perencanaan yang lebih

baik.

Gambar 4 Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pariwisata yang
Lebih Baik (n=40)

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2013

Kelima,  pendistribusian  biaya  dan  manfaat  pariwisata  secara  adil

yang  melibatkan  pemangku  kepentingan. Indikator  tersebut  menghasilkan
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masyarakat yang partisipatif yaitu sekitar 33 responden. Adapun, masyarakat yang

tidak partisipatif ditunjukkan dengan jumlah responden sebanyak 7 orang.

Gambar 5 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata Pantai
Suwuk ditinjau dari Pendistribusian Biaya dan Manfaat Pariwisata secara

Adil yang Melibatkan Pemangku Kepentingan (n=40)

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2013

Berdasarkan gambar tersebut,  masyarakat Dukuh Suwuk sebagian besar

ikut  menikmati  manfaat  dan  menanggung  biaya/kerugian  yang  ditimbulkan

dengan adanya pembangunan pariwisata Pantai Suwuk. Manfaat yang dirasakan

masyarakat Dukuh Suwuk berupa keuntungan ekonomi karena masyarakat dapat

membuka  usaha  jasa  pendukung  pariwisata.  Adapun,  biaya  yang  ditimbulkan

dengan  adanya  pembangunan  pariwisata  yaitu  kerusakan  lingkungan  seperti

polusi dan akses jalan yang rusak.

Keenam,  indikator  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat  sekitar

menghasilkan  masyarakat  yang  tidak  partisipatif  sebanyak  30  responden  atau

sekitar  75%.  Dalam  hal  ini  masyarakat  tidak  partisipatif  karena  tidak  ikut

bekerjasama dengan industri pariwisata dan tidak pernah mendapatkan bantuan

yang terkait dengan usaha yang menunjang pariwisata. Adapun, indikator tersebut

dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 6 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata ditinjau
dari Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Sekitar (n=40)

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2013

Gambar  tersebut  juga  menunjukkan indikator  menghasilkan  masyarakat

yang  tidak  partisipatif.  Hal  ini  karena  masyarakat  tidak  merasakan  adanya
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perbedaan  fasilitas  maupun  pemenuhan  kebutuhan  sebelum  dan  sesudah

dilaksanakan pembangunan pariwisata.

Ketujuh, indikator penguatan proses demokratisasi di kawasan wisata

Pantai Suwuk menghasilkan hasil sebagai berikut. 

Gambar 7 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata Pantai
Suwuk ditinjau dari Penguatan Demokratisasi di Kawasan Wisata (n=40)

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2013

Berdasarkan gambar di atas, sebagian besar responden yaitu 82,5% ikut

berpartisipasi dalam penguatan demokratisasi dan 17,5% menyatakan tidak ikut

berpartisipasi. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya didukung

oleh sistem yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Kebumen  yang  menggunakan  sistem  jemput  bola.  Akan  tetapi,  terdapat

kekurangan  dari  sistem  ini  yaitu  tidak  semua  masyarakat  terlibat  karena  ada

sebagian  responden  yang  tidak  pernah  ditanyai  secara  langsung  oleh  Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. Pendekatan secara  bottom up

pun  tidak  terjadi  di  lingkungan  masyarakat  Dukuh  Suwuk.  Hal  ini  karena

masyarakat  belum  memiliki  kesadaran  dan  tidak  memiliki  wadah  untuk

membahas secara khusus permasalahan pembangunan pariwisata Pantai Suwuk.

Keseluruhan indikator  yang merupakan alat  ukur  partisipasi  masyarakat

dalam pembangunan  pariwisata  menunjukkan  72,5% masyarakat  partisipatif

dan  27,5%  masyarakat  tidak  partisipatif.  Gambar  di  bawah  menunjukkan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata Pantai Suwuk.

Gambar 7 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata 
Pantai Suwuk (n=40)
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Sumber: Olahan Data Peneliti, 2013

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata Pantai Suwuk juga

dapat dianalisis menggunakan konsep tingkat partisipasi masyarakat dari Pretty

(1995). Berdasarkan konsep Pretty (1995), tingkat partisipasi masyarakat dalam

pembangunan pariwisata Pantai Suwuk tergolong dalam tingkat participation for

material  incentive.  Pada  tingkat  partisipasi  masyarakat  ini,  masyarakat

berpartisipasi dengan menyumbangkan sumber daya, misalnya tenaga kerja dalam

bidang pariwisata, untuk mendapatkan insentif  berupa makanan, uang, maupun

insentif lainnya.

Masyarakat Dukuh Suwuk terlibat dalam pembangunan fisik Pantai Suwuk

misalnya  dengan  menjadi  tenaga  kerja  tidak  terlatih  yang  membantu  pihak

pengembang. Masyarakat yang menjadi tenaga kerja tidak terlatih pada umumnya

dilatarbelakangi oleh motivasi mendapatkan insentif berupa uang. Pada tingkatan

partisipasi  masyarakat  ini,  masyarakat  tidak  memiliki  hak  untuk  melanjutkan

aktifitas  ketika  insentif  berakhir.  Masyarakat  Dukuh Suwuk yang ikut  sebagai

tenaga  kerja  tidak  terlatih  disebut  tidak  berpartisipasi  ketika   kegiatan

pembangunan pariwisata  Pantai  Suwuk secara  fisik  telah  berakhir.  Masyarakat

Dukuh Suwuk juga tidak berhak untuk menuntut insentif ketika masyarakat tidak

menyumbangkan sumber daya apapun.

Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  pariwisata  Pantai  Suwuk

tergolong masyarakat  yang partisipatif.  Walaupun demikian,  terdapat  hambatan

untuk masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Adapun,

faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata terbagi

menjadi  3,  yaitu  hambatan  operasional,  hambatan  struktural,  serta  hambatan
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budaya.  Hambatan  operasional  berupa  sentralisasi  sistem  administrasi  publik

termasuk  pariwisata,  kurangnya  koordinasi  di  antara  badan-badan  publik  dan

swasta  yang  bertanggung  jawab  terhadap  pengembangan  pariwisata,  dan

kurangnya  informasi  yang  diberikan  kepada  masyarakat  lokal  dalam  tujuan

wisata. 

Pembangunan  pariwisata  Pantai  Suwuk  menggunakan  sistem  yang

tersentralisasi  pada  Dinas  Pariwisata  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kebumen.

Terlebih lagi,  tahap perencanaan pembangunan Pantai Suwuk tidak melibatkan

perangkat  Desa  Tambakmulya  sebagai  aparat  pemerintah  yang  dekat  dengan

masyarakat. Hal ini mencerminkan kurangnya koordinasi antara Dinas Pariwisata

dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kebumen  dengan  organisasi  Pemerintah  Desa

Tambakmulya.  Kurangnya koordinasi  antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten  Kebumen  dan  Pemerintah  Desa  Tambakmulya  mengakibatkan

informasi  yang  diterima  oleh  masyarakat  Desa  Tambakmulya,  khususnya

masyarakat  Dukuh  Suwuk,  menjadi  terbatas.  Meskipun  pada  beberapa  tahap

pembangunan masyarakat dilibatkan, informasi yang tidak diterima secara penuh

menghambat masyarakat Dukuh Suwuk untuk berpartisipasi secara maksimal. 

Hambatan  kedua  dalam  pembangunan  pariwisata  yaitu  hambatan

struktural  yang  mengacu  pada  dominasi  elit,  klientelisme,  keengganan  para

pengambil  keputusan  untuk  menerapkan  pendekatan  partisipatif  secara  umum,

sikap  negatif  ahli  pariwisata  dalam merancang  rencana  pariwisata  partisipatif,

kurangnya  sumber  daya  keuangan,  kurangnya  sumber  daya  manusia  yang

berkualitas, hambatan kerangka hukum, dan keterbatasan keahlian. Secara umum,

pembangunan  pariwisata  Pantai  Suwuk  tidak  terdapat  dominasi  elit  maupun
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klientelisme karena pada pemilihan pengembang yang akan mengerjakan proyek

dipilih berdasarkan lelang. 

Hambatan  struktural  lainnya  seperti  keengganan  pengambil  keputusan

menerapkan pendekatan partisipatif secara umum. Dalam hal ini Dinas Pariwisata

dan  Kebudayaan  Kabupaten  Kebumen  tidak  melibatkan  masyarakat  Dukuh

Suwuk  dalam  proses  perencanaan  awal.  Masyarakat  Dukuh  Suwuk  hanya

menerima  keputusan  yang  telah  dirancang.  Walaupun  demikian,  secara  umum

partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  pariwisata  Pantai  Suwuk  tidak

mengalami  hambatan  struktural  karena  dari  segi  sumber  daya  keuangan  yang

digunakan untuk pembangunan pariwisata Pantai Suwuk sangat besar.

Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  pariwisata  juga  memiliki

hambatan budaya yang meliputi keterbatasan kapasitas dan keinginan masyarakat

miskin, sikap apatis beberapa warga masyarakat, tradisi kekuasaan, dan rendahnya

tingkat kesadaran masyarakat setempat. Masyarakat Dukuh Suwuk yang sebagian

besar  memiliki  latar  belakang  pendidikan  Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP)

memiliki  keterbatasan  kapasitas  untuk ikut  berkecimpung dalam pembangunan

pariwisata Pantai Suwuk, terutama dalam proses perencanaan. Masyarakat Dukuh

Suwuk hanya ikut berpartisipasi dalam menikmati hasil pembangunan. Sebagian

kecil  masyarakat  Dukuh  Suwuk  bahkan  menunjukkan  sikap  apatis  terhadap

pembangunan pariwisata Pantai Suwuk. 

KESIMPULAN

Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  pariwisata  Pantai  Suwuk

Kabupaten Kebumen tergolong masyarakat  yang partisipatif.  Berdasarkan teori

Tosun dan Timothy, 5 indikator menunjukkan masyarakat yang partisipatif dan 2

16



indikator  menunjukkan  masyarakat  yang  tidak  partisipatif.  Indikator  yang

menunjukkan  masyarakat  yang  partisipatif  yaitu  indikator  perencanaan  dan

pengimplementasian  strategi  pariwisata,  pencapaian  pembangunan  pariwisata

berkelanjutan,  peningkatan  kepuasan  wisatawan,  pendistribusian  biaya  dan

manfaat  pariwisata  secara  adil  yang  melibatkan  pemangku  kepentingan,  serta

penguatan  proses  demokratisasi  di  kawasan  wisata.  Adapun,  indikator  yang

menunjukkan masyarakat tidak partisipatif yaitu indikator perencanaan pariwisata

yang lebih baik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. 

REKOMENDASI

Untuk  menjaga  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam

pembangunan  pariwisata  Pantai  Suwuk,  rekomendasi  dari  penelitian  ini  yaitu

Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen hendaknya melibatkan

dan menjaga komunikasi dengan masyarakat Dukuh Suwuk maupun Pemerintah

Desa  Tambakmulya  dalam  proses  perencanaan  maupun  pasca  pembangunan

pariwisata  Pantai  Suwuk,  dan  memprioritaskan  kebutuhan  masyarakat  Dukuh

Suwuk baik dalam hal fasilitas maupun manfaat ekonomi yang dihasilkan dengan

adanya pembangunan pariwisata.

Selain itu, Pemerintah Desa Tambakmulya hendaknya menjadi mediator

antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dengan masyarakat

Dukuh Suwuk dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di kawasan wisata

Pantai  Suwuk.Masyarakat  Dukuh Suwuk juga diharapkan selalu  meningkatkan

partisipasinya  dalam bentuk keikutsertaan  kegiatan-kegiatan  yang dilaksanakan

oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen.
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